A PEN DAHULUAN £ formal yaitu’ hukiim’ pzdana'dan a0
nmgkamya gumlah pxdanag_ N hukum materxelnya ygxtu hukum '.
_ seperti kejahatandanke- . acara pzdana £°%
naks anyéng dilakukan olehanak _ Mengmga.t begltupenﬁngnya_ _
anak (delmkuen) serta banyaknya peranan anak-a_nak di dalam me-
_ anak~anak yang tldak terurus atau lanjutkan. c;ta—cﬁ’anya pembangunan
terlantar merupakan cermm’ dar_x_: nasional, dimana anak merupakan
makin terpumkmya kondm per- bagxan mtegra.l dari generasi muda,
ekonomian masyarakat. Masalah_ perlu mendapatkan adanya per-
tersebut akhir-akhir ini banyak lindungan dan pembinaan secara
menank perhatlan berbagai pihak tersendiri, khususnya kepastian akan
khususnya aparat penegak hukum. " perlindungen hukum. Perlindungan
Bila keadaan tersebut tidak d1~ hukumtersebutkhususnyadlbenkan'
tangguiangi segera oleh pemerintah oleh pemerintah melalui institusi/
secara terpadu, akan membawa lembaga sistem peradilan pidana
pengaruh terhadap stablhtas ke- kepada anak-anak nakal yang m-e'm_'

amanan dan ketertiban ‘umum, punym korflik dengan hukum,
khususnya pelanggaran terhadap ke-

tentuan “perundang-undangan. Untuk melindungai anak anak
Pelanggaran terhadap hukum yang yang terkena sanksi pidana seharus-

 dilakukan oleh kebanyakan pelaku ~ tya diterapkan undang-undang
berusia muda, menuntut aparat khususnya yang mengatur tentang
penegak hukum untuk lebihmem-  acara pemeriksaan anak mulai dari
berikan penanganan secara serius - tingkat penyidikan sampai tingkat
khususnya pada penerapan hukum ~ penuntut umurm, agar terhadap anak-

7 Gadik PTIK.




anak pelaku tlndak pldana men: -

dapatkan perhndungandankepasﬁan_ . "'penghargaan anak pada hak»hak

hukum sesuai hak-hakny: Peslakuan __55_-""'5’:__asa.31 manusia,

N khusus terhadap :

'ngad;lan anak, pada bulan Japuari
1298 'maka semua. perkara anak
nakaltelahmemﬂﬂq pedomanacara
nya di dalam penanganan perkara-
nya baik oleh peny1d1k Polri,
Penuntut Umum, hakim, maupun
Lembaaa Pemasyarakatan _——

Kepentmgan mendasar yang
d1iakuka_r_1_ pemerintah Indonesia-
untuk menerapkan Updang-undang
Pengadilan Anak adalah disebab-
kan karena Indoensia merupakan
negara yang turut menandatangani
KonvensiHak-Hak ‘Anak- yang
ditetapkan oleh Majelis. Umum
PBB pada tanggal 20 November
1989 kemudian ' disyahkan : di
Indonesia berdasarkan Keputusan
Presiden RI No. 36 tahun 1990
tentang Pengesahaz} Convennon
of . The Rzghts of The Child Sala
satu pasal daiam Konfensx Hak-
Hak Ana,k ya.ng dlsangka melanggar
hukum (Pasal 40), negara-negara
peserta mengakut hak setiap anak
yang disangka, dituduh atau diakui
sebagai telah melanggar hukum
pidana diperlakukan sesuai martabat

hukumnya yaztu_ denga.n telahﬁ_- o
diberlakukannya Undang-Undang

R.INo. 3 tahun 1997 tentang Pe- =

TERHAEAP ANAK DALAM
PERADELAN ANAK

Perhndungan hukum terhadap
anak yang diterapkan oleh penegak
hukum terdapat. beberapa “per-
samaan dan juga perbedaan Per-.
bedaan penerapan penerapanf er-
lindungan hulkum terhadap “anak
dlkaxenakan hngkup tugas dan
kewenaﬁgan yang, berbeda dari
penegak hukum itn sendm ‘Semua
yang d;ungkapkan mforman dari
masmg—masmg penegak hu}«:um
mengisyaratkan bahwa pelaksanaan
perhndungan hukum terhadap anak
yang melakukan pelanggaran hukum
dxlaksanakan secara utuh sesuai
hukum yang berlaku Namun
demxklan apablla dikaji dari hasﬂ
pengamatan informasi langsung dari
anak pidana yang mengalami pe-
nanganan secara langsung dari
penegak hukum, ditemukan adanya
penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi tersebut diluar ketentuan
peraturan hukum yang berlaku.
Untuk mendalami bagaimana per-
lindungan hukum terhadap anak
pidana yang legal diterapkan dalam
peradilan anak, maka dapat ditinjau
dari segi aturan hukum yang berlaku,
antara lain




B 0 Segl Undang—Undang Penga-
dalan Anak TR

Untuk melaksanakan dan
memberlkan perlmdungan hukum
terhadap anak diperlukan dukungan,
baik yang menyanglut kelembagazn
maupun perangkat hukum yang ber-
moral dan sah. Dalam hukum di
Indonesm terdapat plurahsme me-
: ngenal krlterxa anak dari hak -hak
anak yang harus dﬂmdungz

Undang~undang No 3 Tahun
1997 ftentang pengadﬂan anak, pada
pasal 1 ayat ) merumuskan bahwa
“Anak adalah orang dalam perkara
anak pidana yang telah mencapai
urnur 8 (delapan) tahun, tetapi belum
mencapal umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah nikah”.
Sebagai perlindungan terhadap
undang-undang pengadilan anak,
pada pasal 45 KUHAP, men-
definisikan anak yang belum dewasa
apabila belum berumur 16 (enam
belas) tahun. Oleh karena itu, apabila
1a tersangkut dalam perkara pidana,
hakim boleh memerintabkan supaya
si tersangka itu dikembalikan kepada
orang tuanya/walinya dan atau pe-
meliharanya dengan tak dikenakan
suatu hukuman serta memerintah-
kannya supaya diserahkan kepada
~ pemerintah dengan tidak dikenakan
- sesuatu hukuman.

Terbcnuﬂmya undang-undang
pengadilan anak dibidangi oleh be-
berapa komponen hukum yang

mengilharn de lahimya peradilan

anak di Indonesia. Antara lain pada
undang-undang No: 4 tahun 1979
tentang kesejahteraan- anak dan
Konvensi PBB:tentang hak-hak
anak, Khusus untuk Undang-undang
No:14 tahun1970 pada penjelasan
pasal .10 dzsebutkan bahwa per-
adilan anak hanyalah masalah acara

sﬂangnya yangberada dengan acara -

s1dangorangdewasa T

' Undang-undang pengachlan
anak menurut aspek-aspek per-
lindungan hukum terhadap anak.
Dalam pasal-pasalnya menganut
beberapa asas yang memberikan
perlindungan hukum terhadap anak,
yang keberadaannya dengan sidang
pidana untuk orang dewasa. Be-
berapa asas yang sifatnya melindungi
kepentmgan hak-ahak anak, antara
lain : .

a. Dari seluruhperkaraanaknakal
yang dilimpahkan ke Penuntut
Umum, usia tersangka anak
antara 8 (delapan) sampai 18
(delapan belas) tahun, penyidik
setelah memeriksanya dikem-
balikan kepada orang tuanya/
walinya. Bila penyidik berpen-
dapat bahwa anak tersebut
tidak dapat dibina lagi oleh
orang thanya, penyidik menye-

_rahkan anak tersebut ke
Departemen Sosial setempat
mempertimbangkan hasil Litmas
dari pembimbing kemasya-
rakatan,

g

e




' b Ruanghngmpmasaiah dlba‘fam_
i _pasal 1 ayat @...

i :-Masalah yang dapa‘t d1per1ksa'

~*dalam sidang anak hanyater-
'+ batas mengangkat perkara anak’
wvang melakukan tindak pidana
= atau melakukan perbuatan vang
.= ._dmyaiakan terlarang bagi amak
- baik menurul peratiran per-
---._--_:;--_z&aaﬁﬂ-mldangan maupun:
peraturan -hukum fain, yang:

. hichwp dan berdaku dalam masya-
. “31{31 3’ aﬂg bcrsangkw:an

Ditancfam mjabai“ khusus pasai
-l ayat (556 dan 7). . ;

- ‘Undang-undang pénga'dilaw

“anak “menentukan perkara'
_'-'_-?cwpzdanaharus ditan gani oleh
- pejabat khusus yaitu unhik di-

" angkat penyidikan oleh penyidik

+anaky ditingkat penuntitan oleh
penuniut uraum anak dan di-
. - pengadilan oleh hakim anak.

‘Peran Pemnbimbing ¥emasya-
rakatan pasal 1 ayat (11).
. Undang-undang pengadilan
anak mengakui peran dari
' pﬁmblmbmg laemasyal akatan,
‘pekerja sosial danpekerja 5031al
" sukarela kimsusnya untuk pem-
" bimbing kemasyarakatan telah
melaksanakan perannya di
bidang pembinaan dan bim-
bingan terhadap khen kemasya—
rakatan.

; _'Suasana pem@rzksaan keke-
luargaan pasal 42 ayat (1).

... Pemeriksaan -perkara di- pe-

ngadilan dilakukan dalam
suasana kekeluargaan cleh

karena itu Hakim, Penuntut
. Umum dan Penasehat Hukum
. udakz}erlumemahann bagmoga

Keharusan sph‘ismg pasal 7o

Azl tidek bolehdiadili bersarma
.. dengan orang dewasa baik yancr; -

berstatus sxpﬂ maupui militer.

~ Kalau terjadi anak melalukan
 tindak pidana bersama dengan
_ _"_orang dewasa "na.ka si anak
- diadili dalamsxdaﬂb pengadllaﬂ; '
) 'anak sementara orang dewasa '

diadili dalam 31dang biasa..

Acara psmenksaan “ﬁertutup
' pasal 8 ayat (1).”

Acara pemeriksaan dxszciang ps~
ngadilan veng khusus mengaditi

- perkara anak vang melakukan

{indak pidana, dilakukan secara

- teriutup demt uniuk kepentingan

si anak.sendiri, akan tetapi
putusan narus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.

Dipeﬁksé hakin tunggal pa;sail
11, 14 dan 18. '

Hakim yangmemeriksa perkara
tindak pidana yang dilakukan
oleh anak, baik ditingkat
pengadilan negeri, banding atau
kasasi dilakukan dengan halim
tunggal. Didalam pelaksanaan




E -*":fs;dang pengadﬂan anak dl pe—f‘

. ngadilan negeri, dapat dinyata-"

- - kanbahwa hakim selalu dalam -
rg ‘benituk majelis hakim, ada per-

- timbangan lain disebabkan-

'-.ka'.rena_perkara yang dihadapl

uk perkara pidana yang

_ ':Masa penahanan iebzh smakat
' 'pasal 44— 49,7

Masa penahanan terhadap anak
" lebih singkat dibanding masa
* penahanan menurut KUHAP
o adaiah sebaga1 berlkut
] 1) Pelaksanaan penahanan
| _pada tmgkat penyzdlkan
~ sesuai dengan undang-
o undang pengadﬂan anak
4'_d1mana penyidik ber-
' wenang melakukan pe-
a 'nahananyangdidugakeras
* melakukan tindak pidana
" berdasarkan bukti per-
* mulaan yang cukup. Pe-
‘nahanan tersebut berlaku
paling lama 20 (dua puluh)
~hari,” dan dapat "diper-
~ panjang oleh Penuntut
" Umum yang berwenang
-untuk paling lama 10
(sepuluh) hari guna ke-
- pentingan * pemeriksaan
~yang belum selesal. Dalam
hal. penahanan. perkara

'_':'j'ﬁ_dlancam engan hukuman_d1f. '

s -b1asa yang menggunakan E

i KUHAP: maka penahanan

© dalam tingkat penyidikan

e _-_berj umiah ‘maksimal 60
ok :f_(enamptﬂuh)haﬂ Sedang-

- kandalam perkara anak,
- penahanannya maksimal -

30 (tiga puiuh) hari.

: 2) .:':'_:-Pelaksanaan penahanan.' _

“lama 10 (sepuluh) hari.

. :;__. Apabﬂa dlperlukan guna
> | kepentmgan pemenksaan

:' yang belum selesal, atas

 permintaan Pemmtut Unmm
. dapat. diperpanjang oleh
~Ketua Pengadilan Negen

_ yang berwenang untuk

palinglama 15 (limabelas)

' hari. Berarti dalam jangka

- waktu25 (dua puluh lima)
. han penuntutummnharus
Rl 'melmlpahkan berkas per-
. kara anak ke pengadilan

3)

negeri.

Penahanan -anak. yang
. sedang diperiksa di Pe-

ngadilan Negeri, untuk
kepentingan pemeriksaan
hakim disidang pengadilan
hakim berwenang menge-
luarkan surat perintah pe-

- nahanan paling lama 15

(lima belas) hari. Apabila

- diperlukan guna kepen-




g ;_:tmgan pemenksaan yang
‘belum selesai ‘dapat di-
- perpanjang oleh Ketua
-~ . Pengadilan nggz yang
o "_:lama 30 (uga puluh) hari.

Hukum 1eb1h rmgan (pasai
22-32) ;

el Hukmnan yang dg atuhkan ter-
- hadap anak yangt terhbat dalam
_perkara. pidana, ringan dari
. ketentuan yang diatur dalam
. KUHP, hukmnanmaksnmi 10
_(sepuluh) tzhun wntuk anak
- yang tel_hbatimdak pidana.

2 S&as insémmm §ntemasmm§

Peﬂmdunﬁan hukum bagi
anak yang iterhbat dalam perkara
plda:aa, secara mtemasmnal diatur
dalam berbagal ms!mmen. Didalam
instrumen tersebut dzantaranya
Konveml FBB tentang Hak-hak
anak ya.n g telah menjiwai lahimya
UU No.3 tahun 1997 tentang Pe-
ngadilan Anak di Indonesia.

*** Konvensi hak-hak anak ter-
sebut telah diratifikasi oleh peme-
rintah Republik Indonesia pada
tahun 1990. “Sebelum adanya
Konvensi hak-hak anak, terlebih
dahuly {elah ada upaya untuk
melindungi kepentingan anak
diseluruh dunia, yaitu dengan di-
wujudkannya Deklarasi Jenewa
mengenai hak-hak anak pada tahun

1924 kemudian yang khusus mem-
bahas- tentang : peradilan anak,
dikenal juga d;eng'a_n fKetentuan
Bejing” (Resolusi Sidang Umum
40/33 tanggal 29 Nopember 1983

Ke‘fentuan Konvenm hak«hak
anak: yang berhubungan dengan pei-
lindun gan hukum bagi anak yang
melakukan tmdak pldana ada}ah
sebagal berzkut

2. Implementasi hak-hak amk’
(pasai 4).

Be;mterwujudnya perkndunﬂan
terhadap anak maka kewajiban
negara untuk mereahsasman
balc-hak yang dirurmuskan dalam
‘Konvensi hak-hak anak. Khusus
untuk implementasi hak-hak
anak yang berhubungan dengan
peradilan pidana anak adalah
sebagaimana yang terwujud
dalam UU No.3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak. Ber-
arti negara Indonesia telah serius
memperhatikan kepentingan
masalah hak-hak anak di
antaranya mengenai pem-
bahasan batasan umur, non
diskriminasi, dihindari dari pe-
nyiksaan dan perampasan
kebebasan, dihindari dari pe-
nahanan yang sewenang-
wenang dan sebagainya sampai
mendapatkan penanganan
ulang atas putusan hakim di-




--.Ie;ks'aﬁakan 'sesﬁai 'deﬁgan :
.-:'__:Undangmundang yang sahi o

. _--"Deﬁmsl : nak (Pasal 1)

: _Semua Or.ang yang berusm ch

i _bawah usia 18 (delapan be}as) i
 tahun, kecuali undang-mldanﬂ-.__

_ meneLapkan ba_hwa kedewasa—

" wajibannegarauntuk mehndung

~anak dari segala dlSLﬂﬁlﬂlﬂSl

' _'jnegara t1da1~; boieh melanggar '

" hak yang manapun dan harus
) mengamb11 }.angkah Iangkah 4
) _posmf untuk mempromos1kan _

semua hak anak

--:Kebebasan anak untuk b@r-.

--pendapat - dan : berekspresi

(Pasal 12 dan 13).: ol

' Setiap anak berhak mengeluar-
‘kan pendapat dan memperoleh
_ _pemmbangan dari pendapat-
‘nya itu, serta berhak untuk
_ mengekspres1kan pandangan~
'pandangannya tanpa melanggar
hak- -hak orang lain. Dalam pe-
‘Derapannya dapat dlsnnpuikan
bahwa

1) Dalam penyidikan, penyldsk
- kurang memperhatikan dan
memberikan kebebasan ke-

- laku bagil semua :anakfanpal“_.
_ :_.perkecuahan mempakan ke: "

-+ pada tersangka anak untuk

--:mengeluarkan pendapat-
Lenya. .selama pemenksaan

tuoiianak cendemng diarahkan
-sesuai’ dengan keinginan
-+, “dan tujuan dan penyidikan

odyaity pernya‘taan bersalah
= darl tersanﬁzia anak.

'_ | "_pengad1}.an anak penuntut
~ umum tidak memberikan

Daiam penunmtan di suiang

i keleiuasaan kepada anak
- untuk mengeluarkan pen-

dapat dan mengekspresi-

- kan pandangan-pandangan-

. nyayangdapatmeringankan
tumtutan pidananya.

Dalam sidang pengadilan,

~ hakim hanya memberikan

kesempatan yang ferbatas
pada anak untuk menge-

W luarkanpendapat danmeng-

4)

‘ekspresikan pandangannya
- dimukasidang. Hakim lebih
- .cenderung pada pendapai-

pensihat hukum dan pem-

‘bimbing kemasyarakatan =

yang menyampalkan iapop-
an hasil sidang. - =
Perlindungan daripenyiksa-
an dan perampasan ke-
bebasan (pasal 37).
Hak-hak anak yang di--
lindungi dengan adanya
larangan terhadap pe--




ﬁyiksaaﬁ perlakuan atau
- hukuman: yang - kejam,
< hiluman mati, penjara se-

_ _::.Lzmur_imdup_dmapenahar
.0 yang semena-mena atau
LA perampasan - kebebasan,
= Prinsip-prinsip penahanan
“yang fepat, pemisahan darti
o tahanan dewasa, hubungan
~ dengankeluar, ga dan akses
.. terhadap bantuan hukum

serta bantuan lamnya

5) .Penyelenggamanpemdﬂan
- anak {pasal 40).

* Adanyahak bagi anal yang

" ‘didalowa atanpun diputus-

kan'telah melakukan pe-

... Janggaran pidana untuk

. ootetap dihargai - hak-hak

3. SegiUndang-Undang Hukum

_Acara Pidana (KUHAP)

- Ruang lingkup berlakunya
KUHAP sesuai pasal 2 KUHAP
menyatakan.bahwa KUHAP ber-
laku untuk melaksanakan tata cara
peradilan dalam lingkungan per-
adilan umum pada semua tingkat
peradilan. Yang dimaksud dengan
peradilan umum termasuk peng-
khususannya sebagmmana ter-
cantumn dalam penjelasan pasal 10
ayat (1) UU No. 14 tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok-Pokok
¥ekuasaan Kehakiman, bahwa

peradilan anak itu berada di bawah

badan peradilan umum. Jadi yang

diatur secaraistimewadalamundang-
undang isngadﬂan Anak hanya

masalah acara 31dangnya yang ber-

beda ‘dengan acara szdanﬂf bacz

orang dewasa. o

Membahas mengenaz aca.ra
peradilan anak dalam DIOSEs per- |
adilan pidana anak; tidak terlepas
dari hukum acara.yang berlaku
yaitu KUHAP Hal i ini sesuai dengan
pasal 40 UU No.3 tahun 1997
tentang Pengadxian anak yang me-
nyatakan hukum acara yang ber-
laku diterapkan pula dalam acara
pengadilan anak, kecuali dltenmkan
lain dalam Undang-Undang ini.
Undang-undang Pengadilan Anak
tidak mengkhnsuskan semua ke-
tentuan KUHAP dalam penanganan
perkara anak. Hal yang menjadi
kekhususan ditentukan sendiri dalam
Undang-undang Pengadilan Anak,
telah dibahas sebehimnya. Mengenai
ketentuan dalam KUHAP juga ber-
lakubagi kepentingan perhndungan
hukum hak-hak anak antara lain,
adanya asas-asas yang mengatur
perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia. Asas-asas ini
telah diletakkan dalam Undang-
UndangNo 14 tahun 1970 tentang
Keientuan-Ketentuan Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman yang harus
ditegakkan dalam dan dengan
Undang-undang No. 8 tahun 1981




teﬂtang K{H-IAP Azas azas texsebu‘t
antara lam Bl R

Perlakuan yang sama atas diri
setiap orang dimuka hukum

" dengantidak mengadakan per-

. 3_penggeiedahan dan peﬁyr{aﬁnﬁ:
hanya . dilakukan berdasar

perintak tertulis oleh pejabat
__yang diberi wewenang oleh
" undang undang dan ~hanya

“dalam hal dan dengan . cara

L "'yang dzatuz dengan undang-
ndmg |

... Setiap orang yang dlsangka
-+ ditangkap, ditahan; dituntut dan
atau dibadapkan dimuka sidang
pengadilan wajib dianggap tidap
bersalah sampai adanya putusan
- - pengadilan yang menyatakan
.- kesalahannya dan memperoleh
- kekuatan hukum tetap.

d; Kepada seorang, dltahan di-
tuntut ataupun diadili tanpa

- alasanyang berdasarkan undang-
- undang dan-atau karena ke-
~keliruan  mengenai orangnya
.., atau hukum yang diterapkan
wajib diberi ganti kerugian dan
rehabibilitasi sejak tingkat pe-

. nyidikan dan para pejabat
‘penegak hukum yang dengan
sengaja atau karena kelalai-
annya menyebabkan asas
~~hukum tersebut dilanggar,

4 dituntut; dapldana datiatain di-
3 .i'kenakanhukuman adrmmstzam

.":'_:_}Peradﬂa.n yang harus dﬂakukan’ |
:'__'_dencan cepat sederhana dan"
- __;blaya ringan serta be'bas _]u_} ur -

“dan tidak memihak harus di- -

terapkan secara konsekuen

. dalam seluruh tingkat peradilan.

';5Setlap orang yang tersangkut

perkéara wajib diberikan ke-

-+ Sempatan memperoleh bantuan
.. hukum yang semata-mata di-

.

berikan untuk melaksanakan

kepentmgan pembelaan atas
dirmya.

“Kepada seorang tersangka:

sejak saat dilakukan pe-

- nangkapan dan atau penahanan

selain wajib diberitahu dakwaan
dan dasar hukum apa yang
didakwakan kepadanya, juga

“wajib diberitahu haknya itu ter-
" masuk hak untuk menghubungi

dan minta bantuan Penasihat

- Hukum.

Pengawasan ~pelaksanaan

putusan pengadilan dalam

perkara pidana dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negen yang
bersangkutan.

Perlakuan Penegak Hukem
Dalam Menangam Perkara
Anzk Nakal. '

Perlakuan yang diterapkan
oleh penegak hukum didalam me-




nangani perkara anaknakai d1batas1

loleh rambu—rambu yang: mengamr
_ hak hak anak yang] harus dﬁmdungi
secara ukum daiam bertmdak mem-

a :"'_Diahggap'ﬁdak bersalah sampai
.. terbukii bersalah berdasarkan
s 3---keputusan pengadllan
bl Dzbentahu dengan segera dan
' __:secaralangsungtentang tuduhan-
*tuduhan yang dltlmpakan ke-
: :"padanya o

c. Dldampmgl orangtua/wahpada

4. Mendapatkan bantuan hukum
+ dari penasihat hukum.

e’ Mendapatkan perlakuan adil.

f . Ditangani oleh. pejabat yang
.. berwenang, independen dan
- tidak memihak,

g.- Diperlakukan sama dimuka
“ o hukum (non diskriminast).
h ' Persoalannya d1putuskan tanpa
o penundaan _
1 Tidak dipaksa untuk mengaku
bersalah
i Mendapat}can penmj auan ulang
atas putusan hakim.
k. Mendapatkan bantuan cuma-
. .cuma dari penterjemah.

L .-__;-._Dlhmdan dari perampasan keu_ : :
merdekaan dan dipisahkan pe-

nahanannya darl tahanan'- :

- dewasa e

Daiam pembahasan ni dapat'
klta lihat tentang perlakuan pene oak

hukumterhadaphak—hakana{dalam o

menangani perkara anak nakal
sebagau benkut '

a Per!akuan Penytdzk

Penyldzkpadapnnmpnyatelah
memperlakukan tersangka anak
dengan ‘sebaik- -baiknya sesuai
dengan apa yang menjadi hak-hak
anak selama penyidikan. Namun
demikian pada pelaksanaannya
terjadi beberapa penylmpangan
antara lain : .

By Peiaksan_aan \Porttriksaan

a) Penyidik anak biasanya
oo mempunyaymemiliki Surat
Keputusan dari pimpinan
Polriunfuk sebagai Penyidik
- b} Telah dibacakan mengenai
+“hak-hak anak dan mengapa

- diperiksa oleh penyidik.
©) “Masih terjadi pemukulan
- dan ancaman kekerasan

pada anak. '

d) Pemeﬁkéaterkadang masih
menggunakan pakaian dinas.

e} Terkadang penyidik lupa
- ‘atau lalai meminta per-




tahanan anak dlsatukan dengan"
tahanan dewasa, Sedangkan me-
nurut pasal 45 (3) Uy peeng:clchlmzlE :
anak menyatakan bahwa ‘tempat-

tahanan anakharus dipisahlkan dan ;
tempat tahanan orang dewasa

b Perlakuan Penum'ui Umam

' Penuntut umum berdasarkan
ketentuan hukum yang ada, pada’
prinsipriya melakukan tindakanke-
pada anak nakal sesuai dengan apa
yang mena}da hakwhak anak selama
proses penuntutan ?ada pe]aksana :

annya senng ter_}adi beberapa pe-
nyimpangan yang dilakukan oleh
penuntut Umum antara 13111

1) ~Pelaksanaan pemenksaan dan
. ‘penuntutan - didepan sidang

anak,

' a) ‘Penanganan anak dilaku-
*kan bukan oleh Penuntut

" Umum Anak, pada suatu

" penuntit umum  belum

¥ pembﬁnbmg 'kém'asya*
o rakaianunmkmendampngl_,
) j”anak seiama SIdang

2) Pelaksanaan pena‘nanan _

‘Menurut pasal 44 (6) UU "
Pengadilan “Anak” menyatakan
bahwa penahanan terhadap anak -
dilaksanakan ditempat khusus untuk
anakDa}ampelaksanaanpenahanan :
masih terdapat penyimpangan per-:
lakuvan dari penuntut umum dl--
sebabkan Vi

a) Masihlemahnya pengawasanf.
danpengendahan dari pimpinan. '

b) .. Kurang serius untuk memenuln ;
ketentuan undang-undang pe-
ngadilan anak terhadap perlu-.
nya penuntut umum anak,

¢) - Penuntut umom kurang me-
nguasai -implementasi dari.
Undang-undang pengadxlan

d) Blrokra31 dalam organisasi
Kejari dapat menghambat pe-
- nanganan perkara anak karena




jadi hak—hak selama per31dangan

1) . Pemenksaandlmuka szdang |

Sesua1 pasal 6 Undang- :
undang No.3tahun 1 997 ‘menyata-
kan bahwa Hakxm, penuntut umum,
penyidik ¢ dan penasihat hukum serta .
petugas. Ialnnya dalam sidang anak .
tidak memakai toga atau pakaian
dinas. Hal ini berarti untuk menjaga.

suasana kekeluargaan yang diperlu-

kan oleh anak, Penyzmpangan yang
terjadi bahwa pada pelaksanaannya

hakimmmlpunpenunnltwnummas;h
mengg unakan toga dalam 31dang

Sesua1 pasal 55 Undang-
undang No.3 tahun 1997, dalam
perkara anak nakal pe:huntut uraum,
penasihat hukum; pembimbing ke-
masyarakatan, orang tua/wali atau
orang.tua asuh:-dan saksi.wajib
hadir disidang anak. Pada prinsipnya
tindak pidana yang dilakukan oleh

anak adalah tan gung Jawab anak o
otapi oleh karena
terdakwa adalah anak, maka tldak
dapat dlplsa}ﬂ{an _ 4
orang tua, wali atau orang tua asuh-
nya. Pasalini mewajibkan hadlrﬂya
penasxhat hukum 131dang anak.
Pada pelaksanannya-sénng terjadi
penyimpangan bahwa didalam pe- =
nyelenggaraan sidang anak, hakim
tidak selalu menghadirkan penasihat -
hukum dan atau pembambmg ke-

masyarakatan .

Dalam mengemukakan hals
hal yang bennanfaat ‘bagi anak;
menurut _ketentuan_ pasal ‘59 _UU-'-
No.3 tahun 1997, sebelum meng--
ucapkan putusannya, hakim memberi:’
kesempatan kepada orang tua, wali
atau ofangtuaasuh untuk menge-"
mukakan segala hal-ikhwal yang
bennanfaat _bagi anak. Kemudian .
penuntut umum menyampaxkan._ _
tuntutan hukum (requisitoir) atas
diri terda.kwa anak, Selanjutnya _:
penasahat hukum terdakwa anak
menyampaikan pula pembelaan___
(pleidoi) atas terdakwa anak ter-
sebut. Pada pelaksanaannyahakim
kurang memberikan kesempatan
bagi anak vuntuk mengeluarkan pen-
dapatnya secara bebas serta meng-
ekspresikan gagasan-gagasannya.

- ‘Mengenai putusan, dalam hal
putusan -hakim wajib .memper-
timbangkan laporan penelitian ke-
masyarakatan dari pembimbing




kemasyarakatan, dan putusanhams
diucapkan daiam szdang yang
terbuka.unmk umum -

2) Pelaksanaan penahanan

Seiama anak d1perzksa di-
perszdangan apabﬂa hakim meng-
anggap perlu dilakukan penahanan,
anak. ditztlpkan d1 LAPAS anak
Apabzla ada jaminan dari orang fua
atau penasﬂlat hLﬁmmnya Yang akan
menjagadanmenghadjﬂcannyapada

saat diperfukan sidang makahakim

udalc melaksanakan penahanan
3) Putusan/voms hakim

Di’ dalam“memutus suatu’

perkara anak, vonis hakim harns

mempertimbangkan sedalam-dalam-

nyatentang kepentingan masa depan
analk: Apabila putusan hakim ter-
hadap anak dengan putusan pidana

perjara maka divakini anak tersebut

telah mampu untuk bertanggung
jawab, karena dianggap anak ter-
sebut mengerti arti perbuatannya.
Apabila hakim tidak memberikan
putusan pidana pada anak tersebut
maka anak dapat dikembalikan
pada orang tua aiau negara dengan
pola pembinaan tersendir di LAPAS
Amnak.

d. Perlakuan petugas pemasya-
rakatan

Petugas pemasyarakatan
LAPAS Anak melaksanakan pem-

binaan dan pendidikan bagi anak-
pldana Penempatannya dllakukan_
terpisah'dari narapidana dewasa
sesuai pasal 60 UU No. 3 tahun
1997, anak yang ditempatkan di
LAPAS anak berhak untuk mem-
peroleh penézd;kan dan latihan. serta_ _
memperoleh hak-hak lainnya. Bagi -
anak pidana yang belum selesai
men;aiam masapxdananya dan telalh
berumur 18 (delapan belas) tahun:;
akan tetapi belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun d1pmdahkan i«:e: "
Lembaga Pemasyaxaka‘zan P

e. Periakuan Pemimbing Ke-
- masyarakaian

- Pembimbing kemasyarakatan :
melaksanakan bimbingan terhadap -
anak pidana sebagai: klien pe-
masyarakatan {pasal 1 angka 9
UU:No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan), adalah seseorang
yang berada dalam bimbingan Balai
Pemasyarakatan (Bapas). Sesuai
pasal 42 UU No.12 tahun 1995
terdiri dari :

1) Terpidana bersyarat.

Yaitu seseorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (pasal 1 angka 6).
Akan tetapi ia tidak dibina di
Lembaga Pemasyarakatan, melain-
kan dikenakan hukuman bersyarat,
denda dan lain-lain




2).. Ixhus usnya pada anakpidana -
o yang‘_mendapaﬂ{an p&mbebasan
ersyarat atau cuu menj ela.ng__-

- bebas

Anak p}.dana dimaksud ada~
lah anak yang berdasarkan putusan -
. pengadiian menjalam pidana di-
:Lembaga ?emasyarakatan Anak

a sampai berumur 18

(delapan belas) tahun (pasal 1 angka
8 UU NO, 12 tahun 1995) Apabﬂa _
iamenj: jalani pembebasan bersyarat__'

atan cuti menjalankan hukuman
maka ia men_]adl klien pemasya-
rakatan..- _ 5 .
Perlakuan’ penegak hukum
dalam memberikan perlindungan
terhadap hak-hak anak nakal belum
relevan dengan ketentuan Konvensi
Hak-Hak Anak' dan Undang-
Undang Pengadilan Anak yang me-
ngatur hak-hak anak dalam acara

31dang anak, Hal ini dlsebabkan

karena

D Penegak hukum belum se-
penuhnya mampu mengimple-
mentasikan ketentuan-ketentuan

~UU Pengadilan Anak dan per-
- aturan hukum anak lainnya
dengan baik dan benar pada

: pelaksanaan peradﬂan anak.

2) Penegak hukum belum dapat
' _mamaharm perkembangan jiwa/
mental dan fisik anak baik secara

-.psikologis maupun sosxologls -
. sehingga tidak terjadi hubungan____ :
yang komunikatif. .

3) UUNo.3 tahun 1997 tenta:ng
Pengadllan Anak yang reia’uf .
“baru teflaksana, tidak segera

: 'djmldakiamuﬁdengankemauan ;
~politik * (political will) ‘dari-

. “pxmpman Iembaga penegak""
hukum i

Jad1 walaupun telah terbenwk-_
Undang~Undang No.3 tahun 1997 .
tentang Pengadilan Anak, perlakuan-
penegak hukaun terhadap anak dalam
proses peradilan anak, tidak me-
ngalami perubahan yang berarti di
dalam memberikan perlindungan.
hukum terhadap anak dibanding»_.'

kan dengan sebelum berlakunya

Undang-undang Pengadilan Anak -

tersebut, Terbiasanya perlakuanpe-.

negak hukum terhadap anak yang
dilakukan secara berulang-ulang se-:
belum berlakunya Undang-Undang -
Pengadilan Anak, merupakan pe-:
nyebab belum dapat berubahnya
perlakuan penegak hukum yang
menyimpang dari ketentuan hukum
anak yang relatif baru tersebut. -

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bentuk-bentuk perlindungan
hukum terdiri dari asas-asas
Undang-undang pengadilan anak




yang béfsifat fﬁélinduﬁg1 anak
seria hak-hak anak yang harus
 dilindungi selama proses per-
-+ adilan anak. Adapun asas-asas
-terse‘s:)ut antara Iam

- _.'1 ):; ; Adanya pembatasan wmur
" anak yang dapat disidang-
o kan di penrradﬂan anak
- minimuimn berusia § (dela-
pan) tahun dan maksimum
18 (delapan belas) tahun
sertabeium pernahkamn

2),.;:_Masa1ah yang. dapat di-
~ periksa dalam sidang pe-
o ‘_'_ngadﬂananakterbataspada
- 'perkara anak nakal.

- 3) Perkara anak nakal harus
s ditangani oleh -pejabat
.+ khusus seperti Penyidik
o anak, penuntut urnurm anak,

- danhakim- anak sesuai
i _nngkatan pemenksaan

4)':Anak W&jlb mendapat
. bimbingan dari Perbim-
bing Kemasyaxakatan dan

bantuan hukum dari Pe-
nasﬂlat Hukum '

5). Suasana pemenksaan di-

- lakukan dengan keke-

. luargaan dimana Hakim,

.- penuntut umum, dan pe-

... -nasihat hukum tidak me-
- makai toga. . ..

6) Acara pemeriksaan di
“sidang pengadilan anak

dﬂaksanakﬁﬂ gecara ter-

7) Hakim yang memeriksa

" perkara anak dilakukan

| denganhakim tunggal.
. 8) . Anak tidak boleh diadili

~bersama dengan orang

P - _dewasa S

9 ._Anak mendapatkan masa

_peﬁahanan yang lebih

o _smgkatdxbandmgmasape-
S anak na.kal adalah 10

L A (seplﬁuh) tahun.

' Seianjumyahak hak anak nakal

selama proses peradilan per-
kara anak nakal adalah hak

- anakuntuk: o
1) ' Tidak diperlakukan ber-

' beda (non dlsknmmasz}

2) Dlhmdan dari penylksaan
~..dan perampasan ke-
bebasan.

3) Diperlakukan sama di
depan huloam.

4) Mendampingi penasihat
hukum dan pembimbing
kemasyarakatan dari Bapas
seria orang tua/walinya.

3) Menyatékan pendapat dan
kebebasan berekspresi.




T §)___-__-Ditangamoiehpejabatyang

-~ berwenang, . independen
~dan tidak mennhaL

- _:' 7) Dmentahu dengan segera

. _ udﬁhan~iuduhan yang di-
timp akan kepadanya, serta

Ly ‘"__.Mendapatkan peninjauan
 ulangatas putusan hakim.a

N f:'PeIaksanaan perhndungan
" hukum terhadap anak nakal
dalam proses peradllan perkara

-~ anak nakal belum sepenuh-
nya diterapkan oleh penegak

* hukum sesuai Undang~Undan0
No.3 tahun 1997 tentang pe-

= ngadilan anak, hal ini disebab- .

.kan karena

1y Sejakdlsayahkandanber-
lakunya undang-undang
- .. No.3 tahun 1997 tentang
--pengadilan -anak belum
~ dimengerti dan dipahami
) "1mpiementas1nya dalam
tugas. Penegak hukum
seharusnya telah memaharmi
dan mempedomani dalam
pelaksanaan tugas.

- 2} - Belum diwnjudkannya ke-
. tentuan undang-undang pe-

. -ngadilan anak mengenai
- pejabat penegak hukum

~ yang khusus menangani
~anak seperti penyidik anak

~ dan penuntut umum anak |
_'oleh pemimpin 1embaga -
- _penegak hukum tersabnt

: 3) .__Aparat penegak hukum -

tidak mempunyai pmhatlan
- khusus pada anak karena
e bukan peﬂcara pavont untuk

4) :_Mamh 1emahrlya penga- |

- wasain dan pengendalian
dari pimpinan terhadap

-' _pelaksanaan aparat pe-

negak hukum di setiap
-tingkat pemenksaan '

5_5)'__=Antara aparat_penegak

hukum belum memiliki
“suaty kesepakatan ber-
‘“'sama’mengenai bentuk
- koordinasi dan hubungan
-tata cara kerja dalam
~mengimplementasikan ke-
- tentuan -undang-undang
- pengadilan anak dalam pe-
- laksanaan tugasagar dapat
- memudahkan penanganan

perkaraanaksecaraefeknf
dan efisien. a -

d. Perlakuan penegak hukum ter-

hadap anak nakal pada semua
tingkat pemeriksaan, masih ter-
dapat penyimpangan-penyim-
pangan terhadap hak-hak anak
yang harus dilindungi berdasar-
kan undang-undang pengadilan
anak dan aturan hukum lainnya
sepertt Konvensi Hak-Hak
Anak, dan KUHAP. Adapun




penmmpangan—penynnpangan
o tersebut antara lam

) -.:Penuntutumum
B a’_)_____.-Masxh menggunakan
. . .toga: atau pakaian
dinas saat pelaksanaan
_ sxdanganak _
i b) Menahan anak d1
@) « Masih memakai toga
+ dalam sxdang anak
b) Ku.rang memberlkan
kesempatan kepada

anak untuk berpen-
dapat secara bebas.

¢} Pelaksanaan sidang
anak cenderung meng-
_ "'_:gmakanmzyehshalﬂm

Jadi penlaku atau-perlakuan
penegak hukum yang menyimpang
di dalam menangani perkara anak
nakal dikarenakan kebiasaan pe-
negak hukum tersebut menangam

' perkara orang dewasa Khususnya

bagi penyidik, yang terbiasa secara -
bemlang-ulang menangani perkara .

dengan menggunakan kekerasan ..

atau ancaman kekerasan. Sedang~ _

kan bag:t Hakim maupun penuntut -

wnum terb;asaberulangkahmelaku a
kan 31dang perkara orang dewasa

_denganmenggmakanpakalandmas/ N

toga

2 . Reimmendasn

a Sehamsnya menumt Undang—
undang Pengadilan Anak
- Penyidik yang menangani anak
- didasari “adanya  Surat ‘Ke- -
- wputusan dari pimpinan Polri
-+ tentang Penunjukan Penyidik
b. ‘Dikedepankan peran polisi
' ‘wanita untuk menangani per-
‘kara anak. Sosok keibuan dari
‘polisi wanita diharapkan dapat
~mendekati anak secara psiko-
logis dansosmlogls Atas dasar
tersebut, sebaiknya para pe-
nyidik/ penyidik pembantu Polri
diberikan pengetahuan praktis
tentang psikologi dan sosiclogi
yang berhubungan dengan
interaksi antar penyidik dengan
anak sebagai terperiksa. Hal
ini dalam upaya mencegah ter-
jadinyatindak kekerasan dan
pelanggaran hukum terhadap
hak-hak anak.

c. Pimpinan Polri disetiap ke-
satuan mempunyai atensi dan
kemaunan politik untuk me-




| -mahalm dan mpiaksanakan ke~ _

- ulai dan pengarahan-penga;"
. :..-':':3.._.'..:]:3.}1&1.1, :f;__penatar_a.n penataran
.. maupun pendidikan khusus di

. Pusdik Reserse dan SPN-SPN.
Halini dlharapkan dapat meng_
hasﬁkan penyldlk dan penyidik

N __pembanm yang profeszonal me-
o 'nangan kara a.nak

Dalam hubungan antar penegai{

- hukuri padasistem peradilan

- pidana sebaiknya dilaksanakan
+-koordinasi yang baik-dan te-
rencana, agar terlaksananya
... Suatu kesatuan langkah, arah
dan tmdakan yang tetap berada
dalam rambu-rambu hukum

__:'__"_'_bagi pr::laks.:.naan peradilan
- .anak. Hal ini dimaksud untuk

dapat mengeleminir penyim-
' :_-pangan»penyxmpangan yang

.. telah terjadi saat dx semua :
" tingkat pmnenksaan Untuk ke-
pentingan dunia pendidikan
Polri dalam membentuk dan
_ mengembangkan perwira se-
_ bagai penegak hukum yang
" handal dan sebagai manajer
pada kesatuan Polri. Dalam
<. hal memberikan perlindungan
~...dankesejahteraan kepada anak
- yang berusia 8 (delapan) tahun
tetapi telah melakukan tindak
&l pldanamakaperlu diafur dengan
*“ketentuan perundang-undangan
yang mengatur pola pembinaan
dan pengawasan dari badan-
*~badan hukum negara maupun
“:dari orang tua atau keluarga
‘anak tersebut.

Demikian penulisan yang
singkat ini, diharapkan dapat mem-
perbatikan tentang kepedulian
perlindungan hukum terhadap anak
dalam pengasuhan dan pengem-
bangan sebagai untuk dapat di-
pedomani. dengan rasa penuh

tanggung jawab.
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KEKERASAN TERHADA}’ PEREMPEJAN

' Suatu rmdakan yang berdasarkan kesenjangan gender sehmgga
beraklbat atau. dapar mengaklbatkan penderitaan-dan -
gangguan kepada perempuan secara. fisik,-seksual atay pSlkOlOng
termasuk ancaman_yang mengarah kepade: tindakan fertentu,

pemaksaan atau pengambilan kebebasan tanpa -
suam keadzlan yang terjadi di dalam masyarakar atou’
kehzdupan prlbadz (Deklara31 PBB)

A, PENDAHULUAN

ermasalahan kekerasa.n ter-
. hadap perempuan sebenarmya
bukan hal yang baru, tetapi masih
aktual pada masa sekarang ini dan
belum permah berkmrang intensitas-
nya, bahkan menunjukkan pe-
ningkatan. Yang menjadi pertanyaan
adalah : “Sudahkan kita berperan-
serta mendukung- ‘upaya peng-
hapusan kekerasan . terhadap
perempuan, yang d1smgkat dengan
PKTP m?””

" Sudah banyak data ditampil-

kan oleh organisasi perempuan dan
lembaga swadaya masyarakat (Peta
Kekerasan Pengalaman Perempuan

Indonesxta, KOMN AS Pel empuan
2002; Peta Sosial Korban Tindak
Kekerasan dan Pekerja Migran,
Departemen Sostal RI, 2003; Siksa
Sunyi, Kalyanamitra, 2004, dl1).
Diakui oleh beberapa penelitian
adanya gambaran besaran masalah
didalam masyarakat berknsa: antara
15-30%.

Sebenarﬁya A58en Kasus g
kerasan terhadap perempuan, satu
korbanpun sudah terlalu banyak,
karena kejadian ini rnerupakan pe-
langgaran hak asasi manusia. Namun,
harus kita akui, karena saratnya
tradisi patriarki yang mengabaikan
hak-hak perempuan, masyarakat
kita belum terbiasa membela

" Hj. Sri Redjeki Sumarvoto, SH, Menteri Pemberdayaan Peremuan RI.




perempuan yang kehﬂangan halmya_

kekex an daiam k

berjalan searah, bersmergl unitik
melakukan perubahan sosial dalam

kehidupan masyarakat yang anti

kekerasan terhadap perempuan. Di
lain pihak, saat ini pemerintah, DPR-

RI dan bersama-sama masyarakat,

berupaya untuk mendorong terbit-

nya UU Anti Kekerasan Dalam

Rtmiah Tangga (KDRT) sesegera

mungkin. Diharapkan adanya UU.

Anti KDRT ini dapat membuat jera
peiakunya dan menccgah keJ ad1an
kekerasan terhadap perempuan
Proses yang memakan waktu lama
ini menunj jukkan betapa kompleks-
nya pemahaman para aparatur
negara terhadap masalah kekerasan
daia.m mmah tangga O

B. KESEPAKATAN EUNIA
. DAN UPAYA DI INDO-
NESIA .

- Dumatelah bersepakat dalam
Konvensi Penghapusan segala
bentuk - diskriminasi “terhadap
perempuan (CEDAW = (Con-

vention on the Elimination of All

1uarga masyau_
rakat bahkan oleh negai'a B

Peilu waktu mltu.ix menﬁubah_-
poIa plklr masyarakat dan tantu'_
saja memerlukan pﬂr&nsefta semua"
pihak. Upaya pemerintah dan
_masyarakat hendaknya dapat'

Formsof Discrimination Against-
Women) yang dlranﬁL.aSI -oleh
Indonesia dalamUUNo. 7/1984.
Didalamnya tez_'_d_apat pasal-pasal.
kesepakatan bahwa kekerasan
terhadap perempuan harus dihapus-
kan. Dalam konferensi ﬁltemaa:ional_ :
di Wina: F armn 1993 kembali di-
nyatakan kesepdkaian penevzsm.an'E
Hak Asa31 Manusm(HAM) dimana’ -
hak asasi perempuan adalah bagian
dari HAM. Tldak ada saitl manusia-
pun di dunia yang dzperkena*}kan3_
merampas kebebasan dan/atau me-
lakukan elxspioztasa kepada manusia

lainnya tanpa keadllan di depan
pubhk -- A

~ Sebagai keteguhan komitmen
pemerintah dan masyarakat di Indo-
nesia telah dicanangkan Rencana
Ak31 Nasxonal Penghapusan Ke-
kerasan Tarhadap Perempuan
(RAN-PKTP) pada tahun 2000,
Kebijakan yang diznut adalah :
“zero tolerance ”- tidak mentolerir
sekecil apa pun bentuk kekerasan
te_i*h_adap perempuan. Artinya; ke-
kerasan mungkin akan tetap ada,
namun ada kesadaran masyarakat
untuk tidak mentolerir serta ber-
upaya menghapuskannya dalam
kehidupan keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara.

Kekerasan tethadap perempuan
diharapkan tidak ditanggulangi hanya




setelah terjadi, tetapi lebih penting -

untuk mencegah terjadinya feno-
‘mena tersebut. Sebagaimana di-

- sebutkandi atas, kita semua perlu
mensosmllsa51~kan kepada segenap_

lapisan masyarakat untuk tidak

melakukan kekerasan - terhadap-
. perempuan ka.rena merupakan pe-
,langgaranHAM Peran Imtas sektor_
dan organisasi perempuan LSM/:
Orgamsa51 Non-Pemenntah sangat_
dlharapkan dalam membangun_

persepsi. masyarakat yang benar

tentang anti kekerasan terhadap_
perempuan ini, sekahgus mem-.

benkan pertolongan kepada korban

C. BAGAIMANA KITA DAPAT
-BERPERAN DALAM PKTP?

‘Kekerasan dalam rumah

tangga umumnya stkar diselidiki

karena norma sosial budaya masya-
rakat - yang percaya hal tersebut
merupakan urusan keluarga dan

tidak seharusnya diketahui oleh
publik. Oleh karena itu, diperlukan
peranan para petugas pelayanan
publik yang dapat secara ‘tidak
sengaja’ menentukan kasus-kasus,
misalnya: petugas keschatan selaku
“first entrance ”- pintu pertama
ketika korban meminta pertolongan
medis. Begitu pula petugas ke-
polisian yang mendeteksi adanya
pertengkaran dll - dalam hal ini
peranan mereka menjadi sangat

% :%% .

penting 'kareha'"dapat 1ﬁéri’cég'ah' |

keparahan situasi dan dapat mem—f _
berikan blmbmgan pengetahuan dan'
iayanan sosml yang dlbumhkan Dl- |
h;axapkan upaya para petucas Iayanan_
publik ini dapat memberlkan_'_
kontnbum bag1 pencegahan dan -
penanganan kasus kekerasan ter—:'
hadap perempuan : -

Menyadan keterkaltan erat
Iayanan terintegrasi masyarakat ter-
hadap korban kekerasan terhadap
perempuan, Kementerian Pember-
dayaan Perempuan bersama dengan
Departemen: K_esehatan Depar-
temen Sosial dan Kepolisian
Repubhi\ Indonesia membuat
kesepakatan bersama tentang Pusat
Pelayanan Terpadu Korban Ke—
kerasan terhadap perempuan pada
buian Oktober 2002. Adanya Ke-
sepa_katan Bersama Tiga Menteri
dan Kapolri ini (KATMAGATRIPOL)
diharapkan dapat membangun
layanan yang terpadu antar-pemberi
layanan, baik pengobatan fisik,
psikis, medikolegal, pendampingan
sosial dsb, Namun demikian upaya
ini tidak akan berarti banyak apabila
kebijakan masing-masing instansi
tidak diikuti dengan strategi dan
program pelaksanaannyadi lapangan
dari tingkat provinsi sampai ke
tingkat akar rumput.




+ Adanya Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) yang dibangun oleh.
Kepolisian Daerah (POLDA) di -
tingkat provinsi sampai ke kabu-+

paten/kota (POLRES) memndak—

: _.iang uti KATMAGATRIPOL) me-..
. rupaﬁan rﬁdak nyata kepeduhan-__
epolisian RI atas’ penghapusan:f:
kekerasan i:éﬂ"adap perempuan ind, i
dan. al{an lebih baik iagl apabzla 5
RPK- dapat sampai :ke: tmgkat
POLSEK di- kecamatan ‘Namun'.
tentu saja upaya-ini di sampmg'
petlu diperkenzmkan kepada masya-
rakat penggunanya, juga perlu di-
Jaga kesmambungannya yaitu dalam_"
hal ntu Iayanan kapasztas sumber-

daya manusia, penmgkata.n efek-' '
tivitas dan eﬁs:ensmya serta ter-
bangunnya kerjasama Jejalmg_'

penanganan korban kekerasan

terhadap perempuan. Antara lain

dapat disebutkan. keljasama dengan
R_umah Sakit POLRI - Pusai
Pelayanan Terpadu Pusat Knsxs
Terpadu dan atau Rumah Sakzt
Daerah Rumah aman (shelter) vang
dzkeloia oleh L.SM dan institusi

sosial lainnya, pekerja sosial, pen-

damping bantuan hukum dsb., ..

'~ ‘Sampai saat ini, penyebab
utama KDRT masih diteliti para
pakar - karena ada laki-laki yang
menjadi “korban KDRT yang

- dilakukan oleh isteri. Walaupun
demikian, korban terbanyak masih -
perempuan. dan anak Oleh kere,na:
itu, saya mendorong para peneiztt
di Indonesia untuk mengguna}aan :
segenap kemampuannya dalam :
mencari penyebab k@_} adiani ini agm
dapat lebih mudah' dwegah di
kemudian hari. Hal ini Jelas me-i -

‘rupakan tantangan bagi para iimuwaﬁ
yang berkemmptmg di bidang. l‘lSut

dan pengemban gan, khususnya kaum

perempuan yang tergerak untuk ber-

pamszpasa menolong ;caumnya yancr _'

menj jadi korban o

Kurangnya pemahaman '.
masyarakat. akan HAM, adanva_
pemahaman keagamaan yang keliru -
sehingga membakukan kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan
tain-lain terkait dengan upaya PK'TP
perlu menjadi perhatian segenap

pihak yang peduli akan kemajuan -

perempuan sebagai bagian dari

percepatan kese} ahtc—:raan masya-

rakat

D. PERJALANAN RAN~
PKTP

RAN-PKTP sudah beru_s_ié

empat (4) tahun, saat ini sedang
dievaluasi pelaksanaannya di tingkat
provinsi dengan mengikutsertakan




sektor—sektor terkai, khususnya*f -;

_tujuh (7) bldang strategis yaltu

[8) _:-_-'Negara dan m1l1tenstxk

2) __:'__.Hukum dan perundang- N

undangen,
3). __:Sosmi Budaya

4. ;5"Ketenagake13aan, i

5)" Keschatan, ©
6):”:'Pend1d1kan dan

7) _'_'Medzamassa a

Dalampegaianannyatemyata
RAN PKTP kurang mendapat

dukungan legai yang berdampak
pada knrangnya dukungan Dana
APBN ‘untuk’ implementasi ke-

giatannya. Untok itu tahun i di- -

upayakan RAN-PKTP ditingkat-
kan- status hukumnya menjadi
KEPPRES. . .

Terlepas dari permasalahan
legalitas, di pthak masyarakat sudah
terdapat perhatian dari LSM/
Organisasi Non-Pemerintah serta
mnstitusi sosial lainnya dalam meng-
upayakan kegiatan pendampingan
dan bantuan kepada korban baik
di pihak bantuan hukum maupun
sosial. Oleh karena itu, terbentuknya
upaya koordinasi dari setiap provinsi
memegang peran yang sangat
penting. Kementerian PP dengan
bantuan ‘unit pemberdayaan
perempuan tingkat provinsi telah

" membentuk pehggiat sebagai wakil

masyarakat di daerah untuk menjalin
_;ejanng 1mplement351 PKTP: dx i

Upaya somahsa& pemngkaran
pemahaman hak hak perempuan

- dan anak serta upayapence gahant’- '

kekerasan dalam ramah tangga perly
digalang bersama antar berbagai
pihak untuk menciptakan integrasi’
layanan serta sinergi kegiatan terkait
dengan ‘penghapusan kekerasan
terhadap perempuan. Oleh karena-
itu, peranserta aktif para peng-.
giat dengan unit pemberdayaan .
perempuan provinsi bersama sektor.
dan LSM menjadi sangat penting.
dan _dih_ar_a_pkan .dapa‘i saling be-

kerjasama dalam menanggulangi

kekerasan terhadap perempuan dl_
wilayahnya. '

E. HARAPAN

Permasalahan kekerasan ter-.
hadap perempuan merupakan per-
masalahan sosial yang telah ada di
segenap lapisan masyarakat dengan
tidak memandang status ekonomi,
pekerjaan, suku bangsa dan lain-
lain, oleh karena itu diharapkan
dapat digalang usaha bersama untuk
secara sistematis menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan.

Besar harapan, upaya ke-
manusiaan ini dapat membuahkan




- baﬂchukum pemndang—undangan :
sosial budaya pendldlkan ke-'
sehatan, dan lain sebagainya. Untuk -

itu, adanya kesmambungan sistern

| ';hasﬂnya __walau secara; perlahan'

" karena mencakup ”banyak aspel

serta upaya bersama pemermtah

- .'dan masyarakat merupakan syarat.
"'keberhasﬂan upaya PKTP_:

 Kiranya upaya yang iclah

dirintis dunia melalui CEDAW.dan
£ 'fdlrauﬁkasz Indonesia tahun 1984
._.__iserta d1mantapkan tahun 2000
©" dengan pencanangan RAN-PKTP
--dapat didukung oleh semua pihak,

~ sehingga dapat tercapai perilaku
‘masyarakat yang tak mentolerix -

sekecil bentuk kekerasan terhadap '
perempuan Aas
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